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One of the characteristics that distinguish Islamic Commercial Banks from 
conventional banks is the existence of a sharia supervisory board (SSB) in an 
independent Islamic bank and is located parallel to the board of commissioners. 
SSB has an important and strategic role in implementing sharia in Islamic Banks. 
SSB is responsible for ensuring all Islamic Bank products and procedures comply 
with sharia principles. This research is entirely library research. The purpose of 
this research is to find out how the role of SSB in Islamic banking is related. The 
analytical method used is the content analysis method. The results of this study 
indicate that the SSB is an independent body consisting of muamalah sharia 
experts who also have knowledge in the banking sector at Islamic financial 
institutions and are in charge of overseeing the implementation of the decisions of 
the national sharia board at these Islamic financial institutions. SSB has an 
important and strategic role in implementing sharia principles in Islamic banking. 
SSB is responsible for ensuring all Islamic bank products and procedures are in 
accordance with sharia principles. 
 




Salah satu ciri yang membedakan Bank Umum Syariah dengan bank konvensional 
adalah keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) pada bank syariah yang 
independen dan terletak sejajar dengan dewan komisaris. DPS, memiliki peran 
penting dan strategis dalam penerapan syariah di Bank Islam. DPS bertanggung 
jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur Bank Islam sesuai dengan 
prinsip syariah. Penelitian ini sepenuhnya merupakan kajian pustaka. Tujuan dari 
penelitian adalah untuk mengetahui terkait bagaimana peran DPS dalam 
perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu metode konten analisis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS adalah badan independen yang 
terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam 
bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi 
pelaksanaan keputusan dewan syariah nasional pada lembaga keuangan syariah 
tersebut. DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip 
syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua 
produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.  
 






JPS (Jurnal Perbankan Syariah) 






Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang 
lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya adalah memberlakukan 
sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika 
inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah 
bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial 
itu dipandang oleh kebanyakan muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan 
lembaga keuangan Islammenarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung 
pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada 
persepsi bahwa lembaga tersebut sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas 
yang digariskan oleh Islam. 
Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara, berposisi 
sentral di antara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli 
dan penjual, serta antara pengirim uang dan penerima kiriman. Lembaga 
keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang 
dan kemudian membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan. 
Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu kegiatan usaha yang 
paling dominan dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat 
modern. Berdasarkan kenyataan ini, maka umat Islam merasa perlu mendirikan 
lembaga perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim untuk 
dapat menggunakan jasa layanan perbankan yang bebas riba. 
Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary), 
yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan 
dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak 
disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. 
Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan 
pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip 
penanaman dana atau penyertaan, dan keuantungan akan diperoleh bergantung 
pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah 
bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut, pembiayaan karena bank 
syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang 
memerlukannya dan layak memperolehnya (Ilyas 2015, 185). 
Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan 
fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan 
sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah 
dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu DPS 
sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau unit usaha 
syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 
informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah (Suryani 2014, 
104). Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 
2007 tentang perseroan terbatas (Presiden RI 2007) dan undang-undang nomor 21 
tahun 2008 tentang perbankan syariah (Presiden RI 2008) yang menyebutkan 
bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang DPS. Peranan DPS sangat strategis 
dalam praktik kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah di Indonesia. 
Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat 
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selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan 
perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi 
ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, 
spekulasi dan lain-lain (Sutedi 2011, 131). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPS dalam 
lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Penelitian ini 
dilakukan dengan menelaah literatur-literatur dan hasil-hasil riset yang di sajikan 




Bank syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan 
dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai 
fungsi amanah. Artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas 
keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut 
ditarik kembali sesuai dengan perjanjian. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan 
bank syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam, maka perlu 
adanya dewan pengawas syariah. Dewan syariah merupakan sebuah lembaga yang 
berperan dalam menjamin ke-islaman keuangan syariah diseluruh dunia. Di 
Indonesia peran ini dijalankan oleh DSN yang dibentuk oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) (Prabowo 2012, 14). 
Sebagai lembaga yang memiliki tugas mengurusi persoalan-persoalan 
keagamaan Islam, MUI juga bertanggung jawab atas pengawasan lembaga-
lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berawal dari bermunculannya DPS di 
beberapa lembaga keuangan syariah yang di bentuk oleh lembaga keuangan itu 
sendiri, maka MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di 
Indonesia menganggap penting dibentuknya suatu DPS yang bersifat nasional 
yang mengawasi kinerja lembaga keuangan syariah (Misbach 2015, 81). 
Pengawasan (control) dalam ajaran Islam (hukum syariah), terbagi 
menjadi dua hal, yaitu : (1) Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber 
dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT., (2) Pengawasan dari pemimpin 
yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian 
antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain (Setianto 2019, 
32). 
DPS adalah lembaga independen atau juris khusus dalam fiqh muamalah. 
Namun DPS bisa juga beranggota di luar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam 
bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat DPS suatu lembaga keuangan 
berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan 
agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, 




Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah library research (kajian 
pustaka). Dengan demikian, pembahasan dalam kajian ini dilakukan berdasarkan 
telaah pustaka serta beberapa tulisan yang ada relevansinya dengan objek kajian. 
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yang berkaitan dengan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan sumber-
sumber pendukung lainnya. 
Metode analisis data yang digunakan yaitu metode konten analisis, yaitu 
metode penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflikatif 
dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Dalam menggunakan konten analisis  
ada lima aturan yang ada. Pertama, harus berkaitan dengan masalah, kedua harus 
tuntas, ketiga tidak saling tergantung, keempat harus bebas, diperoleh atas dasar 
prinsip klasifikasi tunggal (Molong 2011, 221). 
Analisis yang dilakukan harus berlandaskan aturan yang dirumuskan 
secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis, untuk kategorisasi isi harus 
menggunakan kriteria tertentu. Hasil analisis haruslah menyajikan generalisasi, 
artinya temuannya haruslah mempunyai sumbangan teoritis, temuan yang hanya 
deskriftif rendah nilainya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
 
Dewan Syariah Nasional (DSN) 
MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang 
keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia 
membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama dewan 
syariah nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan surat 
keputusan (SK) MUI nomor kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini 
merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan 
penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik 
perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Hal ini sebagaimana termuat 
dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 32 
maupun undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 
109 yang pada intinya bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah maupun 
perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. DPS 
tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI. 
(Iswanto 2016, 430). 
DSN dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk 
memastikan kesesuaian antara produk jasa, dan kegiatan usaha lembaga 
keuangann syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) 
dengan prinsip syariah. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN, 
yaitu: (a) Mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan 
mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/yang 
dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. (b) Efisiensi dan koordinasi 
para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 
ekonomi. (c) Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan 
keuangan (Rivai 2010, 755). 
Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan 
syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu DSN membuat 
guidelines produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi 
lain DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang 
dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. 
Selain itu juga DSN mempunyai kewenangan diantaranya: (a) 
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anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah. 
(b) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan 
syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. (c) Mengeluarkan fatwa 
yang menjadi landasan hukum bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang, seperti bank Indonesia dan badan pengembangan pasar modal 
(BAPEPAM). (d) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah 
untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. 
(e) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan 
apabila peringatan tidak diindahkan. 
Menurut keputusan DSN nomor 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar 
MUI, DSN bertugas sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-
nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan 
khususnya. (b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. (c) 
Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan. (d) Mengawasi penerapan 
fatwa yang telah dikeluarkan. 
Selain itu juga DSN mempunyai wewenang sebagai berikut: (a) 
Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan 
syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait. (b) Mengeluarkan fatwa yang 
menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang, seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia. (c) Memberikan 
rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk 
sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah (LKS). (d) Mengundang para 
ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan 
ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun 
luar negeri. (e) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan 
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. (f) Mengusulkan 
kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan 
tidak diindahkan. 
Di Indonesia, otoritas masalah keagamaan berada di bawah MUI, begitu 
pula masalah yang berkaitan dengan dewan syariah. Dengan berkembangnya 
LKS, berkembang pula jumlah DPS yang berada pada masing-masing LKS. Hal 
ini sering kali menimbulkan munculnya fatwa yang berbeda-beda antara DPS di 
satu LKS dengan DPS di LKS lainnya. 
Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa. 
Komisi ini menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk 
pada Al-Qur’an dan Hadits, pendapat empat Imam mazhab serta pendapat para 
ulama terdahulu. Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi 
atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Independen diperlukan agar fatwa yang 
dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat menjaga 
objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN. 
Dewan Syariah bertugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai 
dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam 
kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta mengawasi 
pelaksaan dan implementasinya. Anggota lembaga adalah para ahli hukum Islam 
serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank 
yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas MUI. Dalam pelaksanaannya, 
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penelitian, penggalian dan pengkajian masalah-masalah yang berkaitan dengan 
perbankan syariah. 
Setelah dianggap cukup memadai, hasil kajian itu dituangkan dalam 
bentuk rancangan fatwa DSN. Rancangan fatwa DSN ini selanjutnya dibawa 
dalam rapat pleno pengurus DSN untuk dibahas. Kemudian diputuskan menjadi 
fatwa DSN. Finalisasi fatwa ini terutama dari aspek redaksional, ditandatangani 
oleh penyusun dari BPH-DSN. Sampai saat ini DSN telah mengeluarkan 43 fatwa 
yang meliputi produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti 
asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi-transaksi 
lainnya yang ada pada lembaga keuangan syariah. 
 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
Pada dasarnya DPS melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam 
merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai 
pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional 
kegiatan pebankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal 
syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan 
sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DPS tidak terlibat secara langsung dalam 
pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi 
tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan 
syariah. DPS berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga 
keuangan syariah (Sultoni 2019, 108). DPS adalah badan independen yang terdiri 
dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang 
perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi 
pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. 
DPS merupakan badan independen, sehingga untuk menjamin 
mengeluarkan pendapat maka harus diperhatikan beberapa hal: (a) DPS bukan staf 
bank, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif. (b) 
DPS dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). (c) Honorarium DPS 
ditentukan oleh RUPS. (d) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu 
seperti halnya badan pengawas lainnya. 
DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah 
di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk 
dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran 
DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya 
DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang 
nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 
tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di 
lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat 
penting dan strategis (Ilyas 2019, 199). 
Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya 
operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat 
khusus jika dibanding bank konvensial. Karena itu, diperlukan garis panduan ini 
disusun dan ditentukan oleh DSN (Irham 2019, 447). 
Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa 
terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan 
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DPS dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) 
maupun nonbank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah baik bank 
maupun nonbank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis 
baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya 
aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan 
dengan kepatuhan syariah (syariah compliance) (Kurrohman 2017, 55). 
Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 109: (1) Perseroan 
yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai 
dewan komisaris wajib mempunyai DPS. (2) DPS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas 
rekomendasi MUI. (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan 
agar sesuai dengan prinsip syariah. 
Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan 
hukum perseroan terbatas wajib mempunyai DPS. Sejalan dengan itu, undang-
undang nomor 21 tahun 2008 pasal 32 menyebutkan: (a) DPS wajib dibentuk di 
bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. (b) DPS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. 
(c) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan 
saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan  bank agar sesuai dengan prinsip 
syariah. (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bank Indonesia. Berdasarkan 
kedua undang-undang tersebut kedudukan DPS sudah sangat jelas dan mantap 
serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah. 
Menurut pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: (1) Integritas, yaitu: (a) Memiliki akhlak dan moral 
yang baik, (b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap 
pengembangan operasional bank yang sehat. (d) Tidak termasuk dalam daftar 
tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. (2) 
Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah 
muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. 
(3) Reputasi keuangan yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk dalam 
kredit/pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi 
atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persoalan 
dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. 
Berdasarkan keputusan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-
MUI nomor Kep-98/MUI/III/2001, DPS menjalankan fungsi-fungsi sebagai 
berikut: (a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor 
cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. (b) 
Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan 
saran pengembangan produk dan jasa bank memerlukan kajian dan fatwa dari 
DSN. (c) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah. 
Tugas DPS, antara lain: (a) Mengawasi jalannya lembaga keuangan 
syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, (b) 
Membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang 
diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, (c) Meneliti dan 
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diawasinya. (d) Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan 
nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan 
syariah. (e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan 
syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat. 
Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki 
kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi 
keuangan Islam modern. Kesalahan besar perbankan syariah saat ini adalah 
mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, 
bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. 
Secara kelembagaan struktur DPS pada LKS dapat kita lihat sebagai 
berikut: (a) Dalam struktur perusahaan. DPS berada setingkat dengan fungsi 
komisaris sebagai pengawas direksi. (b) Jika fungsi komisaris adalah pengawas 
dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan pada 
manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar 
tetap sesuai dengan syariah Islam. (c) Bertanggungjawab atas pembinaan akhlak 
seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah 
diprogramkan setiap tahunnya. (d) Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam 
di lingkungan perusahaan tersebut. (e) Bertanggungjawab atas seleksi syariah 
terhadap penerimaan karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS. 
Berikut ini struktur organisasi bank Islam yang memuat keberadaan DPS: 
 











Sumber: (Rivai 2010, 164) 
 
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa posisi DPS sejajar dengan 
dewan komisaris, karena DPS dan dewan komisaris harus mendapat persetujuan 
RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi 
keduanya sama-sama bertanggungjawab kepada RUPS. Selain itu perlu 
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dengan anggota dewan komisaris, berarti imbalan yang diberikan juga seharusnya 
sama. 
DSN tidak dapat membubarkan DPS, tetapi hanya mengajukan kepada 
RUPS untuk membubarkan DPS, jika tidak melakukan tugasnya dengan baik. 
Apabila terjadi penyimpangan di DPS, maka bank Indonesia dalam hal ini 
direktur melaporkan kepada DSN dan kemudian DSN akan merekomendasikan 
kepada RUPS agar memberhentikan DPS. 
Adapun fenomena yang terjadi saat ini praktik pengawasan pada bank-
bank syariah di Indonesia merupakan peran vital DPS tetapi belum berjalan secara 
optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya mereka jalankan. 
Fenomena ini tidak saja di lembaga bank perkreditan rakyat syariah, tetapi juga di 
bank umum syariah. Banyak diantaranya DPS yang tidak berperan atau belum 
berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah (Maulana 
2014, 3). 
Tantangan yang dihadapi oleh DPS baik di Indonesia maupun negara-
negara muslim lainnya adalah bagaimana menyatukan berbagai pandangan dari 
ulama yang kadang kala berbeda satu sama lainnya. Dalam islamic financial 
forum di Bahrain pada Desember 1998, permasalahan kesatuan fatwa ulama 
global (seluruh negara-negara muslim) sempat didiskusikan. Tetapi dengan 
pertimbangan terdapatnya kompleksitas pendapat serta adanya berbagai mazhab 
dalam Islam, maka pembentukan international syariah board masih berupa 
agenda, dimana sangat penting untuk ditindaklanjuti. 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Faozan bahwa tugas DPS pastilah 
sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus 
mengawasi dan bersifat menjamin kesyariahan operasi sebuah entitas bisnis dalam 
konsteks yang amat luas dan komplek yang secara umum. Karena menyangkut 
urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas. 
Kesyariahan sebuah lembaga keuangan syariah terletak di atas pundak mereka 
(Faozan 2014, 31).  
Berdasarkan AAOIFI (accounting and auditing organization of Islamic 
financial institutions) telah menyediakan standar untuk DPS, komposisi dan 
aspek-aspek yang berkaitan, seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut 
standar ini, lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para 
ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS juga dapat 
terdiri dari ahli-ahli lain dalam bidang institusi keuangan syariah dengan 
pengetahuan sains undang-undang Islam yang berkaitan dengan transaksi 
komersial. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan 
mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia 
mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah (Prabowo 2017, 120). 
Pengoptimalan peranan DPS sangat penting untuk memastikan setiap 
transaksi keuangan dan perbankan sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk 
kepada Al-Qur’an dan Sunnah, dalam hal ini adalah fatwa DSN MUI. Pedoman 
dasar DSN MUI bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan 
fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar 
bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS (Probowo 
2017, 119). DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan 
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keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-
lembaga keuangan di Indonesia (Minarni 2013, 2).  Di samping itu, peran DPS 
dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, 
tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh 




DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah 
muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di 
lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN 
pada lembaga keuangan syariah tersebut. Posisi DPS adalah sejajar dengan dewan 
komisaris, karena harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan 
RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi keduanya sama-sama 
bertanggungjawab kepada RUPS. Selain itu perlu dipertimbangkan mengenai 
honorarium para anggota DPS bila dianggap sejajar dengan anggota dewan 
komisaris, berarti imbalan yang diberikan juga seharusnya sama. 
DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah 
di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk 
dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran 
DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya 
DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang 
nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 
tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di 
lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat 
penting dan strategis. Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi 
jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-
ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank 
syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensial. Karena itu, diperlukan 
garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi pustaka, sehingga 
penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya penelitian hanya fokus kepada 
literatur-literatur yang bersumber dari hasil pemikiran para ahli dan dari hasil-
hasil riset terdahulu yang di telaah melalui jurnal sehingga diperlukan kedepan 
untuk melakukan riset lapangan bisa melalui wawancara kepada para DPS 
sehingga mendapatkan informasi yang lebih terkait. Sehingga disarankan agar 
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